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  Pada dasarnya kemiskinan merupakan akibat dari berbagai permasalahan 
ekonomi yang sifatnya multidemensi, sehingga dalam penentu kebijakan 
pengentasan kemiskinan sangat sulit dicapai. Dibutuhkan strategi dari berbagai 
aspek terutama “dominan factor” yang memengaruhi kemiskinan seperti 
pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat upah yang 
rendah dan sebagainya. Tingginya angka pengangguran tentunya menjadi masalah 
karena jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan tiap tahunnya tanpa diiringi 
perluasan lapangan kerja, yang berakibat pada kelebihan penawaran tenaga kerja. 
Pada kondisi ini, tingkat upah menjadi rendah dan menyebabkan masyarakat tidak 
mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, inflasi umunnya berdampak 
langsung pada penurunan daya beli masyarakat..  
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
determinan factor terjadinya kemiskinan di daerah yang menjadi objek penelitian  
yakni apakah tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
terhadap pengangguran di kota Makassar dan peneliti juga ingin melihat beserapa 
besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kesejahteraan masyakat dengan 
factor kemiskinan sebagai variable dependendennya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel yang dipilih oleh 
peneliti yaitu tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. Serta Peneliti 
menemukan variabel independen yakni tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan 
ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan namun 
hubungan yang tak searah ditunjukkan oleh variabel pengangguran terhadap 
kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar. 
 
Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Upah, Inflasi,   
Pertumbuhan ekonomi 
 







A. Latar Belakang 
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan 
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan 
yang layak bagi seluruh rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk di 
suatu negara. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 
perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi problematika yang tak kunjung usai 
diperbincangkan di ranah sosial, dan ekonomi politik.  Oleh karena itu, Indonesia 
salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat 
kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan 
mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai 
persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, 
kemiskinan menjadi masalah yang penting dan menjadi fokus perhatian bagi 
pemerintah Indonesia dan terkhusus untuk wilayah Kota Makassar. 
Kemiskinan merupakan hasil akhir dari serangkaian masalah yang bersifat 
multidimensi, untuk menanggulanginya diperlukan berbagai cara dan strategi 
pemerintah yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti pengangguran yang 
tinggi, meningkatnya populasi penduduk, tingginya inflasi, rendahnya 
pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Berbagai konsep pengentasan kemiskinan 
yang dilakukan nyatanya belum bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang 
ada, karena sifatnya absolut dan stuktural tentunya dibutuhkan proses jangka 
panjang untuk lepas dari “lingkaran setan kemiskinan”. Nurse menjelaskan: 
  
lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-
kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga 
menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.1 Namun 
proses untuk lepas dari kemiskinan bukanlah suatu takdir yang harus diterima 
begitu saja dan dipercayai secara dogmatis. 
Islam menolak pendapat yang memiliki pandangan sanctifisme atau faham 
kesucian dengan menjauhi dunia dan menyerukan tasawuf yang  menyatakan 
bahwa kemiskinan bukan penderitaan, bukan pula masalah yang diperlukannya 
sebuah solusi. Akan tetapi, kemiskinan adalah nikmat Allah pada hambanya agar 
hatinya bergantung pada akhirat, dan tidak bergantung pada kekayaan yang akan 
melupakan akhirat dan mendorong pada kesombongan. Islam juga menolak 
pandangan kaum Jabariyyah (fatalisme) yang berpandangan bahwa “kemiskinan 
merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Menerima takdir, bersabar, dan qana’ah 
adalah solusi yang mereka tawarkan.  
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan rasionalitas manusia karena 
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mereka merubah apa 
yang ada pada diri mereka.2 Berbagai ayat Al-Quran akan pentingnya berusaha 
(bekerja keras) agar lepas dari situasi dan kondisi yang ada seperti kemiskinan  
yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 198 yakni: 
ل ِسۡي  َِ ِفِ ٖت َٰ ف  ر  عِ ۡن ِّمِ مُتۡض ف أِ ٓا  ِذإ  فِ ۡۚۡمُك ِّبَرِ ن ِّمِ الٗۡض فِ ْاوُغ  تۡب  تِ ن أِ ٌحا  نُجِ ۡمُكۡي ل  عِْاوُرُكۡذٱِ َِللّٱِِ  دنِع
ِِر  عۡش  مۡلٱِ ِِما  ر  حۡلٱِ ِوُهوُرُكۡذٱِِِِهلۡب  قِن ِّمِمُتنُكِِنإ  وِۡمُك َٰى  د  هِا  م  كۦِِ  نِم ل ِنيِّٓلاَضلٱِٔ٩١ِ 
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2014) h. 32 
2Terjemahan Q.S Ar-Ra’d: 11  
  
Terjemahnya: 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah 
kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu 
sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S Al-
Baqarah:198)3 
 
Ayat diatas menjelaskan kepada manusia akan pentingnya mensejajarkan 
antar kehidupan di dunia demi keselamatan di akhirat. Pada berbagai hadis turut 
digambarkan kedudukan antara “tangan diatas” lebih mulia dibandingkan “tangan 
dibawah” sehingga memotivasi setiap orang untuk lepas dari kemiskinan. Karena 
kemiskinan sangat erat dengan kekufuran yang bisa mendorong seseorang untuk 
melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah berusaha dan 
berdoa barulah Allah sebagai penentu dari hasil kerja yang dilakukan setiap umat 
manusia. 
Kemiskinan memiliki defenisi yang berbeda-beda dan luas jika ia 
ditafsirkan oleh individual. Dengan berbagai indikator, umumnya kemiskinan 
dilihat dari pendekatan “basic needs approach” yang berarti ketidakmampuan 
masyarakat memenuhi kebutuhan dari sisi ekonomi akan sandang, papan, dan 
pangan termasuk didalamnya kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dapat 
menyederhanakan dari defenisi kemiskinan itu sendiri. Sejalan dengan tujuan 
tersebut, khususnya daerah perkotaan yang relatif mempunyai kemiskinan yang 
terus meningkat dengan dibarengi berbagai kegiatan pembangunan. Kesadaran 
akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka 
membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang 
tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi. Hal tersebut 
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diakibatkan tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat perkotaan 
sedangkan pendapatan masyarakat pedesaan yang relatif sama sehingga tingkat 
kemiskinan di perkotaan lebih dipengaruhi berdasarkan garis kemiskinan. 
Keberadaan Makassar sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia 
Timur4 memberikan gambaran kehidupan yang menjanjikan bagi sebagian orang 
untuk mencari pekerjaan di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup. 
Hal tersebut tak lepas dari aspek sejarah Kota Makassar yang pernah menjadi ibu 
kota negara Indonesia Timur dan ibu Kota Provinsi Sulawesi. Jika mengacu pada 
data BPS, tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin 
di Kota Makassar mengalami fluktuasi. peningkatan Peningkatan jumlah 
penduduk miskin di Makassar menjadi kian menarik untuk diamati seperti data 
berikut: 
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar 
 
Sumber: BPS Kota Makassar (data diolah), Tahun 2018. 
Potret kemiskinan di Kota Makassar dapat dilihat melalui gambar di atas 
yakni kemiskinan terus mengalami peningkatan  selam tiga tahun terakhir dan 
sampai yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah kemiskinan 
mencapai 68.19 ribu orang, sedangkan  titik terendah ditunjukkan pada tahun 
2015 sebanyak 63.24 ribu orang sehingga hal data tersebut mengindikasikan 
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bahwa kemiskinan mengalami fluktuatif diakibatkan oleh berbagai faktor 
misalnya tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatan atau upah, dan 
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan demikian, mendukung aspek 
penting strategi penanggulangan kemiskinan adalah mengatasi determinan faktor 
yang memengaruhi tingkat kemiskinan yakni pengangguran, upah yang rendah, 
inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.  
Gambar 1.2 Tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan     
ekonomi  Kota Makassar  
 
Sumber: BPS Kota Makassar (data diolah), Tahun 2018 
Pengangguran merupakan salah satu “determinan factor” terhadap 
terjadinya kemiskinan, karena dengan tidak adanya pekerjaan tentunya hal yang 
mustahil masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apalagi untuk 
memenuhi standar kehidupan yang layak. Di Indonesia dualisme pasar kerja selalu 
menjadi masalah yang berujung pada peningkatan kemiskinan yaitu kelebihan 
penawaran tenaga kerja tidak terampil dan ketidakpastian jangka waktu kontrak 
kerja. Kelebihan penawaran tenaga kerja tanpa di barengi pembukaan lapangan 
kerja tentunya menjadi persoalan mendasar yang terus menghambat 


























sosial yang berkaitan dengan pengangguran akan terus meningkat seperti 
rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya kriminalitas.  
Tabel 1.1 Jumlah angkatan kerja dan pengangguran Kota Makassar  
No Tahun Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran 
1 2013 583.384 527.765 55.619 
2 2014 600,051 534.428 65.623 
3 2015 593.160 521.854 71.306 
4 2016 593.160 521.854 71.306 
5 2017 613.322 548.368 64.954 
Sumber: BPS Kota Makassar (data diolah), Tahun 2018. 
Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat lihat bahwa tingkat pengangguran 
yang terjadi di Kota Makassar sifatnya fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Tingkat 
pengangguran tertinggi ditunjukkan pada tahun 2015 dan tahun  2016 dengan 
persentase sebesar 12,02 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 71.306 ribu 
orang sedangkan jumlah angkatan kerja yang tersedia pada tahun tersebut 
sebanyak 593.160 ribu orang. Semakin tinggi angka pengangguran akan 
menciptakan kemiskinan karena ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur 
harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya 
tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga 
dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan 
keluarganya. Pada akhirnya akan merembes kearah sosial misalnya kriminalitas. 
Hal ini mngindikasikan bahwa pengangguran bukanlah satu-satunya faktor yang 
menentukan tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
Selain masalah diatas tingkat upah juga salah satu variabel yang 
memengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan upah yang dilakukan pemerintah 
pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya pengangguran 
yang ada. Semakin besar upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut 
  
akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. 
Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus 
khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja.5 Upah tenaga kerja 
sangat penting untuk kedua belah pihak guna tetap menjaga berlangsungnya 
kegiatan ekonomi diantara mereka. Bagi pihak produsen atau perusahaan upah 
merupakan bagian dari biaya produksi yang harus dikeluarkan agar kegiatan 
produksi dapat berlangsung. Bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber 
penghasilan bagi dirinya, keluarga, dan menjadi sumber pembelanjaan bagi 
masyarakat. Tinggi rendahnya upah yang diterima merupakan faktor penting yang 
menentukan taraf hidup suatu masyarakat. Taraf hidup suatu masyarakat dapat 
dilihat dari lebih banyaknya jumlah orang yang memiliki pekerjaan layak 
dibandingkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau  pengangguran..  
Gambar 1.3 Tingkat upah di Kota Makassar  
 
Sumber: Kantor Dinas Tenaga Kerja, (Data Diolah) Tahun 2018 
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Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dilihat kenaikan upah minimum di 
Kota Makassar terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2013 
jumlah upah minimum pekerja sebesar Rp 1.800.000,00 mengalami peningkatan 
lima tahun setelahnya sebesar yakni Rp 2.250.000,00 di tahun 2017 dengan 
perkembangan rata-rata diatas 1 persen tiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini 
senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dengan menetapkan upah minimum yang layak  bagi tenaga kerja.  
Secara teori tingginya upah akan memengaruhi penawaran tenaga kerja 
karena akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk bekerja akhirnya 
mengurangi pengangguran. Namun pada kenyataannya, semakin tingginya upah 
minimum suatu  provinsi atau kota belum dapat memastikan akan mengurangi 
jumlah pengangguran yang ada dikarenakan tingkat pengangguran di Indonesia 
terjadi karena kelebihan penawaran tenaga kerja namun tidak di barengi 
ketersediaan lapangan kerja. Jadi upah bukanlah faktor penentu keinginan 
masyarakat untuk bekerja tetapi suatu keadaan yang memaksa masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mendahulukan seberapa besar upah yang 
diperolehnya. Selain itu, kenaikan upah akan memunculkan kebijakan baru dalam 
penyerapan tenaga kerja oleh suatu  perusahaan. Tingkat upah minimum yang di 
tinggi akan menyebabkan pengusaha atau produsen mengurangi penggunaan 
tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja akan berkurang dalam hal 
meminimalisir biaya dalam memproduksikan suatu barang dan jasa. Hal ini secara 
tidak langsung merupakan faktor penyebab meningkatnya jumlah pengangguran 
di Indonesia secara umum dan di Kota Makasar pada khususnya. Dengan 
meningkatnya upah minimum suatu provinsi atau kota akan meningkatkan 
  
penawaran tenaga kerja oleh masyarakat menjadi lebih besar daripada permintaan 
tenaga kerja oleh produsen atau  pengusaha, sehingga masalah pengangguran akan 
tetap terjadi di masyarakat.  
Adapun variabel Inflasi yang turut memberi andil terhadap tingkat 
pengangguran dan kemiskinan. Inflasi dalam batas normal atau ringan memang 
memajukan perekonomian karena ia mampu mendorong pengusaha untuk 
meningkatkan dan memperluas produksinya. Tentunya peningkatan produksi akan 
membutuhkan tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Sehingga masyarakat akan memeroleh upah dari hasil bekerja dan dengan upah 
tersebut masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, perputaran roda 
perekonomian tidaklah sesederhana itu karena berbagai faktor-faktor lainnya 
memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap peningkatan kemiskinan dan 
pengurangan angka pengangguran. Berbagai fenomena misalnya di tahap 
hiperinflasi justru akan meningkatkan pengangguran sekaligus menciptakan 
kemiskinan-kemiskinan baru. 
Hal tersebut diakibatkan kurangnya bahkan hilangnya daya beli 
masyarakat terhadap kemampuan pemenuhan hak-hak dasarnya akan sandang, 
papan dan pangan. Umumnya kenakan inflasi langsung berdampak pada harga 
makanan pokok sehingga masyarakat tidak mungkin dapat memenuhi standar 
kehidupan layak yang di dasarkan pada “basic needed approach”. Pada gambar 
1.2 menunjukkan fluktuasi tingkat inflasi di Kota Makassar pada tahun 2013 
sampai 2017. Angka inflasi dalam kurun 5 tahun tersebut dapat dilihat bahwa 
persentase tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 8,51 persen sedangkan yang 
terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 3,18. Secara 
  
sederhana dapat dikatakan bahwa ketika inflasi tinggi maka akan meningkatkan 
pengangguran justru data menunjukkan tingkat pengangguran terjadi teringgi 
terjadi saat berbarengan dengan tingkat inflasi terendah pada tahun 2016. Hal 
tersebut menunjukan terdapat variabel lain yang memengaruhi tingkat 
pengangguran misalnya pertumbuhan ekonomi. 
Variabel pertumbuhan ekonomi merupakan bias hasil output dari 
masyarakat secara umum. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap 
tenaga kerja sehingga berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan 
perekonomian. Hal ini di dasarkan pada anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi 
sebesar satu persen mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 250-350 ribu 
lapangan kerja. Dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka 
akan berpengaruh terhadap pengurangan pengangguran dan pengentasan 
kemiskinan. Adapun pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai rata-rata 
diatas 8 persen dan yang terendah berada pada tahun 2015 dengan persentase 
sebesar 7,55 persen, ini menunjukkan bahwa Kota Makassar  selalu mencapai 
pertumbuhan ekonomi diatas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dapat di 
asumsikan pertumbuhan ekonomi di Makassar setidaknya mampu menyerap 
tenaga kerja lebih cepat dan disertai dengan pengentasan kemiskinan. Namun 
berbeda dengan data yang ditunjukkan di lapangan misalnya, pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2015 dengan  persentase sebesar 7,55 ke 8,23 ke setahun 
setelahnya justru tidak memengaruhi angka pengangguran pada tahun 2016, justru 
tingkat pengangguran stagnan selam 2 tahun berturut- turut. 
Berdasarkan problematika dijelaskan, peneliti merasa perlu mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel makro yakni tingkat upah, inflasi, dan 
  
pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran di Kota 
Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1) Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap pengangguran di Kota 
Makassar? 
2) Apakah inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar? 
3) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di 
Kota Makassar? 
4) Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap kemiskinan di kota 
Makassar? 
5) Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Makassar? 
6) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di 
kota Makassar? 
7) Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota 
Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
1) Untuk mengetahui apakah tingkat upah berpengaruh terhadap 
pengangguran di kota Makassar. 
2) Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap pengangguran 
di kota Makassar. 
  
3) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 
pengangguran di kota Makassar. 
4) Untuk mengetahui apakah tingkat upah berpengaruh terhadap 
kemiskinan di kota Makassar. 
5) Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di 
kota Makassar. 
6) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 
kemiskinan di kota Makassar 
7) Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap 
kemiskinan di Kota Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan 
sebagai: 
1. Kegunaan Teoritis 
Semoga dalam penelitian ini dapat memberi manfaat kepada 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah pengangguran dan 
kemiskinan masyarakat kota Makassar.  
2. Kegunaan Praktis 
Kegunaan  secara praktis dapat memberikan konstribusi yang cukup besar 
dalam bidang perencanaan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
kota Makassar khususnya dalam penentuan kebijakan pembangunan dan 







A.  LandasanTeori  
1. Teori Kemiskinan menurut Nurkse. 
Negara terbelakang umumnya terjerat kedalam apa yang disebut 
“lingkaran setan kemiskinan”. Nurkse menjelaskan: “Lingkaran setan 
mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain 
bereaksisedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada 
dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan; karena kurang 
makan, kesehtannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya 
rendah; karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan itu 
berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan; dan 
seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan 
dapat dikemas ke dalam dalil kuno; suatu negara miskin karena ia miskin. 
Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas 
total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar 
yang tidak sempurna, dan dapat dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat 
pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehinga pada 
gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkatinvestasi yang rendah kembali 
menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.inilah yang di tunjukkan 
pada gambar. Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang 
rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan 
modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas rendah. Dengan demikian, 
  
lingkaran setan itu lengkaplah pula kalua dilihat dari susut penawaran. Lingkaran 
ini dilukiskan di dalam gambar. Tingkat pendapatan rendah, yang mencerminkan 
rendahnya investasi dan kurangnya modal, merupakan ciri umum kedua lingkaran 
setan tersebut. 
Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan 
 
                                                                              
Lingkaran setan yang ketiga menyangkut keterbelakangan manusia dan 
sumberdaya alam. Pengembangan sumber daya alam pada suatu negara 
tergantumg pada kemampuan produktuf manusianya. Jika penduduknya 
terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan fdan 
aktivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, 
kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber ala mini 
menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber alam, karena 
itu, merupakan sebab dan sekaligus akibat keterbelakangan manusia. Hal ini 
































“kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dengan demikian merupakan 
dua istilah yang sinonim. Suatu negara dinyatakan miskin karena ia terbelakang. 
Ia terbelakang karena ia miskin, dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai 
sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan”6 
a) Defenisi kemiskinan 
Pengertian tentang kemiskinan sudah semakin meluas, masalah 
kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi keuangan yang berkaitan 
dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan, maupun kemampuan untuk 
memperoleh barang dan jasa (pengeluaran), tetapi juga menyangkut dimensi lain 
seperti dimensi sosial, dimensi kesehatan, dimensi politik, dan dimensi 
pendidikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata miskin bermakna orang 
yang tidak memiliki harta, serba kekurangan, dan berpenghasilan rendah7. 
Berikut dijelaskan beberapa definisi kemiskinan: 
1. Kemiskinan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memilki 
kondisi kesehatan sering kali buruk, banyak sekali diantara mereka yang 
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tidak bisa membaca dan menulis, menganggur, dan prospek untuk 
mencapai taraf hidup yang lebih baik sangat suram.8 
2. Kemiskinan berkaitan erat dengan perdamaian, sebab ketika tingkat 
kemiskinan tinggi maka kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas juga 
tinggi. Kemiskinan juga merupakan hilangnya hak asasi manusia, 
frustasi, dan kemarahan yang muncul akibat kesengsaraan.9 
3. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang 
dihadapi oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara sedang 
berkembang. Masalah kemiskinan juga terkait dengan masalah 
kekurangan pangan, gizi, rendahnya tingkat pendidikan, rawannya 
kriminalitas, tingginya tingkat penangguran, dan masalah-masalah lain 
yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan penduduk.10 
4. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang 
tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu antara 
lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 
perumahan, air bersih, pertanahan,sumber daya alam lingkungan hidup, 
rasa aman, ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan sosial politik.11 
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10Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 
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Selain defenisi diatas, BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan 
konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria 
keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga 
sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), 
dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera 
dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para 
pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-
faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga.12 Faktor-faktor dominan 
tersebut terdiri dari: 
1. Pemenuhan kebutuhan dasar;  
2. Pemenuhan kebutuhan psikologi;  
3. Kebutuhan pengembangan; dan 
4. Kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di 
lingkungannya. 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami 
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya 
dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut 
ilmiah yang telah mapan. Namun penelitian ini membatasi kemiskinan dengan 
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menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 
approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 
dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin 
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah 
garis kemiskinan.13 
Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan 
relatif dan kemiskinan absolut. 
1. Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 
pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 
sehingga mengakibatkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Dengan 
demikian ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi 
pendapatan. 
2. Kemiskinan Absolut 
Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang untuk 
memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, 
dan pendidikan dasar yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 
Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan 
seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak 
mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan minimumnya sesuai 
dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat 
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karena sebab-sebab natural, kultural, atau struktural. Dengan kata lain 
seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak 
memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi tata nilai dalam 
masyarakat, sedangkan tata nilai itu sangat dinamis.14 
Faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, 
kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya 
yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin 
memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan 
muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kulitas 
sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada 
gilirannya upahnya rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi 
atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam 
modal.15 Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. 
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan 
(Vicious circle of poverty). “a poor country is poor because it is poor” (Negara 
miskin itu miskin karena dia miskin)16  
b) Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK)  
Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponenya itu 
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan 
(GKNM).  
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GK= GKM + GKNM 
Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah 
perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.  
1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori 
perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan 
Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis 
komoditi (padi-padian,umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, 
kacangkacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis 
komoditi ini merupakan komoditikomoditi yang paling banyak dikonsumsi 
oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 
persen dari total pengeluaran orang miskin.  
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)  
Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum 
untuk perumahan,sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi 
kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditidi perkotaan 
dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Ukuran Kemiskinan  
a) Head Count Index (HCI-P 0 ), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah 
Garis Kemiskinan (GK).  
b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1 ) adalah ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 
  
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 
penduduk dari garis kemiskinan.  
c) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2 )adalah ukuran 
yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 
pengeluaran diantara penduduk miskin.17 
Sedangkan menurut Azari menjelaskan pada dasarnya ada 3 macam 
yaitu: 
1) Kemiskinan alamiah, kemiskinan model ini muncul akibat sumber daya 
yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang 
sangat rendah. Termasuk didalamnya kemiskinan yang dikarenakan 
jumlah penduduk yang melaju pesat ditengah sumber daya alam yang 
relatif tetap. 
2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan 
masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat 
tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatannya yang sebenarnya 
tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena 
kelembagaan yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai 
sarana ekonomi dan fasilitas. 
3) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena tuntutan 
tradisi yang membebani ekonomi masyarakat seperti upacar perkawinan, 
kematian dan pesta adat lainnya. Termasuk juga dalam hal ini sikap mental 
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penduduk yang lamban, malas, konsumtif, serta kurang berorientasi 
dimasa depan. 
c) Perspektif Islam Tentang Kemiskinan 
Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, 
yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-’ailat (mengalami 
kekurangan), al-ba’sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail 
(peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu’tarr 
(yang perlu dibantu) dan al-dha’if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas 
menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. 
Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya 
dan orang miskin seperti yang dijelaskan pada QS An-Nisa ayat135 dibawah: 
ِا  ه ُّي أ ٓ َٰ ي۞ ِنيِذَلٱِِِبِ  نيِم ََٰو قِْاوُنوُكِْاوُن  ما  ءِِطِۡسقۡلٱِِِو أِۡمُكُِسفن أ ٓ َٰى ل  عِۡو ل  وِِ َِللِّ  ءٓا  د  هُشِِنۡي  دِل َٰ وۡلٱِ ِوِۡۚ نيِب  رۡق ۡلۡٱِِِنإ
 ِفِا اريِق فِۡو أِاًّّيِن  غِۡنُك  يَُِللّٱِِ أِْاوُعِبَت  تِ  لٗ فِ  ا  مِهِبِ َٰى لۡوَِٰٓى  و  هۡلٱُِِلِدۡع  تِن أ
ِْۡۚاوُِِوۡل  تِِنإ  وِْٓاۥَِِِنإ فِْاوُضِرۡعُتِۡو أ َِللّٱِ
ِا اريِب  خِ  نُول  مۡع  تِا  مِبِ  نا  كٔ٣١ِِ
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.18 
 
Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya 
orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya (termasuk 
pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan 
orang kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang 
dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari 
                                            
18
 Departemen agama RI 
  
bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan manusia pada 
kekufuran. 
2. Teori Pengangguran 
a) Penganguran 
Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi 
manusia secara tak langsung dan paling berat. bagi sebagian orang, kehilangan 
pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis.19 
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama 
sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 
seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat 
pengangguran adalah statistik yang mengukur presentase orang-orang yang ingin 
bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. 
Dalam kehidupan ini terdapat banyak orang yang ingin mencari 
kebahagiaan dalam dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu, banyak orang yang 
bekerja maupun mencari kerja untuk mendapatkan kedua hal tersebut, yang 
dimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf ayat19 
ِّٖلُكِل  وِِ  نوُم لۡظُيِ  لَِۡمُه  وِۡمُه ل َٰ مۡع أِۡمُه  يِّف  وُِيل  وِ  ْاُولِم  عِاَم ِّمِٞت َٰ ج  ر  دٔ٩  
Terjemahan : 
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.20 
 
Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 
kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 
tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Seseorang 
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yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan 
sebagai penganggur. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya 
digunakan tingkat pengangguran (unemployment rate). Yaitu jumlah penganggur 
dinyatakan sebagai presentase dari total angkatan kerja (labor force) sedangkan 
angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja, 
yang berada dalam kelompok umur tertentu.21 
Dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan 
menjadi: pengangguran friksional atau transisi (frictional or transitional 
unemployment) adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya 
perubahan dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan 
atau dinamika ekonomi yang terjadi. Pengangguran ini dapat pula terjadi karena 
berpindahnya orang orang dari satu daerah ke daerah lainnya, atau dari satu 
pekerjaan ke pekerjaan lainnya.22 
b) Tingkat Pengangguran Terbuka 
Secara internasional, pengangguran yaitu seseorang yang sudah 
digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan 
pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh yang 
diinginkannya. Menurut BPS, pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja 
yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum 
pernah bekerja sama sekali mapun mereka yang sudah pernag bekerja) atau 
sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena 
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merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah 
memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Tingkat pengangguran di 
hitung dengan rumus dibawah ini yaitu :  
                               ∑
orang                      
∑               
        
Pengangguran biasanya dibedakan atas tiga jenis berdasarkan keadaan 
yang menyebabkan antara lain sebagai berikut23 : 
1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja 
yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 
2) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 
3) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan 
dalam permintaan agregat. 
3. Teori Upah 
Teori tentang pembentukan harga (pricing) dan pendayagunaan input 
(employment) disebut teori produktivitas marjinal (marginal productivity theory), 
lazim juga disebut teori upah (wage theory). Produktivitas marjinal tidak terpaku 
semata-mata pada sisi permintaan (demand side) dari pasar tenaga kerja saja. telah 
diketahui suatu perusahaan kompetitif yang membeli tenaga kerja di suatu pasar 
yang kompetitif sempurna akan mengerahkan atau menyerap tenaga kerja sampai 
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ke suaiu titik dimana tingkat upah sama dengan nilai produk marjinal (YMF). Jadi 
pada dasarnya, kurva VMP merupakan kurva permintaan suatu perusahaan akan 
tenaga kerja. Tingkat upah dan pemanfaatan input (employment) sama-sama 
ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Berbicara mengenai 
teori produktivitas marjinal upah sama saja dengan berbicara mengenai teori 
permintaan harga-harga; dan kita tak kan dapat berbicara mengenai teori 
permintaan harga-harga tersebut karena sesungguhnya harga itu tidak hanya 
ditentukan oleh permintaannya, tapi juga oleh penawarannya. 
a. Proses Penyamaan Upah 
Disadari atau tidak tingkat kepuasan (atau tingkat ketidakpuasan) masing-
masing pekerja atas suatu pekerjaan tidaklah sama, maka bisa difahami terjadinya 
kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan 
selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemungkinan perbedaan 
tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi 
terhadap setiap jenis pekerjaan inilah yang sering disebut sebagai teori penyamaan 
tingkat upah (theory of equalizing wage difference). Terkadang seseorang mau 
mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh 
imbalan tinggi; atau sebaliknya ada orang yang mau menerima pekerjaan yang 
memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi 
upah lebih tinggi, semata-mata karena ia menvukai pekerjaan tersebut. 24 
Setiap pekerjaan memiliki penewaran dan permintaan tersendiri yang 
menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa di serap. Sekarang mari 
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kita simak gambar kurva dibawah kita asumsikan disini hanya ada dua jenis 
pekerjaan. Rasio atau perbandingan tingkat upah di kedua jenis pekerjaan , yakni 
W1/W2, kita ukur lewat sumbu vertikal. Sedangkan sumbu horizontal mengukur 
rasio employment atau perbandingan penyerapan tenaga kerja oleh kedua jenis 
pekerjaan tersebut. Kurva atau garis permintaan tenaga kerja mengarah ke bawah 
(artinya semakin ke bawah tingkat upah, akan semakin banyak pekerja yang 
diserap oleh suatu perusahaan). Kurva penawaran sebaliknya, mengarah ke atas, 
itu berarti semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, akan semakin 
besar tingkat upah yang harus dibayarkan. Dalam analisis ini kita asumsikan 
semua tenaga kerja bisa melakukan semua pekerjaan tersebut.  
Bentuk kurva penawaran itu mengarah ke atas juga dikarenakan adanya 
perbedaan preferensi di kalangan pekerja atas dua macam pekerjaan yang tersedia. 
Jika mereka tidak memiliki preferensi sama sekali, maka bentuk kurva 
penawarannya lurus mendatar. Semakin curam atau semakin besar sudut kurva 
penawaran itu terhadap garis mendatar, maka semakin besar kecenderungan para 
pekerja untuk memilih salah satu pekerjaan daripada yang lain. Dalam situasi ini, 
ekuilibrium L tercipta pada titik perpotongan antara DD dan SS, atau titik E. Ini 
memunculkan sesuatu rasio upah relatif, katakanlah 1,4. dan rasio penyerapan 
tenaga kerja, misalkan saja 0,8. itu berarti dalam kondisi ekuilibrium, tingkat upah 
pekerjaan 1 40 % lebih tinggi daripada upah yang diberikan oleh pekerjaan 2. 
Teori ini memberi tahu kita tingkat upah yang relatif lebih tinggi harus ditawarkan 
oleh pekerjaan 1 demi memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan nya. Tentu saja 
ini tidak sama dengan kenyataan sehari-hari yang kita hadapi. Kita sering melihat 
orang yang bersedia melakukan pekerjaan yang kurang disukainya dengan upah 
  
yang juga rendah. Ini terjadi karena yang menjadi faktor penyebab bukan semata-
mata preferensi para pekerja, melainkan juga faktor keahlian dan keterbatasan 
lapangan kerja. 








b. Tingkat Upah 
Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, 
yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan 
tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang 
makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk 
Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-
tunjangan lain yang bersifat tidak rutin.25 
Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. 
Samuelson dan Nordhaus mengemukakan “Dalam kenyataannya, hanya sedikit 
pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna.” Selanjutnya mereka juga 
mengemukakan:  “Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu 
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mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah 
nominal dibagi oleh biaya hidup.” Tingkat upah umum ini yang kemudian 
diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang 
kebijakan (pemerintah).26 
Di Indonesia ketentuan mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam 
sistem penentuan upah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.27 Peninjauan upah secara berkala dilakukan oleh pengusaha 
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan 
upah ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, 
perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Peraturan perundang-undangan 
memang tidak mengatur soal (berapa) persentase penyesuaian/kenaikan upah 
secara berkala. Namun, peraturan perundang-undangan telah memberikan 
pedoman dan mengamanatkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan 
skala upah sebagai salah satu kebijakan pengupahan, yang diatur lebih rinci dalam 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan 
Skala Upah.28 
4. Upah Tenaga Kerja 
Sistem pengupahan diberbagai negara termasuk di Indonesia, pada 
umumnya berada diantara dua ekstrim yaitu Teori nilai dan pertentangan kelas. 
Membahas mengenai upah terutama minimum sering terjadi perdebatan, dimana 
kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah 
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minimum sering menyebabkan terjadinya pengangguran. Namun, mereka 
berpendapat bahwa pengorbanan itu setimpal untuk mengentaskan kemiskinan 
kelompok masyarakat lainnya.29 
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang 
terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai 
dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Sedangkan golongan jabatan 
adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam 
struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang 
mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan 
kompetensi masing-masing pekerja/buruh serta mempertimbangkan kemampuan 
perusahaan dan produktivitas. 
Pandangan masalah pengupahan juga terdapat perbedaan misalnya ajaran 
Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal. Pertama adalah teori nilai. 
Berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi 
nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang 
dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang 
demikian adalah : 
1. Harga barang yang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan 
untuk seluruh proses produksi barang tersebut. 
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2. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi sesuatu jenis 
barang adalah kira-kira sama. Oleh sebab itu, harganya pun beberapa 
tempat kira-kira sama. 
3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian 
hanya buruh /pekerja yang berhakmemperoleh seluruh pendapatan 
nasional tersebut. 
Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang 
lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakupi dua hal, yaitu adil dan 
mencukupi. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat105 sebagai 
berikut: 
ُِِلق  وِِْاُول  مۡعٱِِ ى  ر  ي  س فَُِللّٱُُِِهلوُس  ر  وِ ۡمُك ل  م  عۥِ ِو ِ نوُنِمۡؤُمۡلٱِِ ِمِل َٰ عِ َٰى ِلإِ  نو ُّد  رُت  س  وِِبۡي  غۡلٱِ ِوِِة  د َٰ هَشلٱِ
ِ  نُول  مۡع  تِۡمُتنُكِا  مِبِمُكُئ ِّب  نُي  فٔٓ١ِ 
Terjemahnya: 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 




Masalah lainnya yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah 
adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar 
inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat renah. Tingkat inlasi nol 
persen bukanlah tujuan utam kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk 
dicapai, yang terpenting untuk di usahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi 
tetap rendah. 
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Adakalanya tingkat inflasi meningkat tiba-tiba atau wujud sebagai akibat 
suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah- misalnya efek 
dari pengurangan nilai mata uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau 
ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini 
pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan 
harga-harga dapat di wujudkan kembali. 
1. Jenis- jenis inflasi 
Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang 
berlaku biasanya dapat dibedakan kepada tiga bentuk berikut: 
a. Inflasi tarikan permintaan 
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan 
sangat pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang 
tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan 
ekonomi yang mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini 
menimbulkan inflasi. 
b. Inflasi desakan biaya 
Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan 
pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-
perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha 
menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi 
kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang 
lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang 
akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. 
 
  
c. Inflasi di impor 
Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang di 
impor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan 
harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-
perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga 
minyak dalam tahun 1970an kepada perekonomian negara-negar barat dan negara-
negara pengimpor minyak lainnya. Minyak perting artinya dalam proses barang-
barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, 
dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga.31 
6. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi dapat di defenisikan sebagai perkembangan 
kegiatan perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa yang di 
produksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat 
dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu 
periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang 
dan jasa akan meningkat. Kemampuan meningkat ini disebabkan karena faktor-
faktor produksi akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan 
karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah 
dan kualitasnya. 32 
Perhatikan ahli-ahli ekonomi dalam persoalan pertumbuhan ekonomi telah 
lama berkembang. Akan tetapi sampai dimana persolan tersebut diperhatian 
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berubah dari waktu ke waktu. Sebelum masa Aam Smith, bearti sebelum 
zamannya mahzab klasik, isu mengenai bagaimana mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi telah mulai diperbincangkan. Buku Adam Smith, The Wealth of Nations, 
banyak menguraikan persoalan-persoalan yag berhubungan dengan pertumbuhan 
ekonomi. Sebelum penerbitan buku Keynes, Schumpeter- seorang ahli ekonomi 
dari Austria sangat terkenal karena bukunya yang beerjudul The Theory of 
Economic Development. Sesudah penerbitan buku Keynes, teori Harrod-Domar 
mengenai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh melengkapi 
analisis Keynes.  
Perhatian yang lebih besar mengenai perumbuhan ekonomi mulai berlaku 
semenjak tahun 1950-an. Teori-teori berkembang merupan lanjutan dan 
pendalaman terhadap pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam 
uraian mengenai teori klasik telah ditunjukkan bahwa menurut pendapat mereka 
tingkat kegiatan ekonomi (yang selalu mencapai kesempatan kerja penuh) dan 
pendapatan nasional di tentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia. Dalam 
persamaan: 
             
Y merupakan pendapatan, K adalah jumlah barang modal, l adalah jumlah 
tenaga kerja dan R adalah kekayaan alam serta T merupakan tingkat teknologi. 33 
B. Keterkaitan Antar Variabel 
1. Hubungan pengangguran dan Kemiskinan 
Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi 
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mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian 
pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara 
dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak 
merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. 
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, 
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang 
memahami kemiskinan ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang 
lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan sebagainya. Hal-hal yang 
dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan yakni: 
a) Penduduk dan kesempatan kerja 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang 
kurang seimbang merupakan faktor yang amat mempengaruhi manfaat hasil 
pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan penduduk 
yang tinggi berarti diperlukannya usaha yang semakin besar untuk 
mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat tertentu di dalam memenuhi 
kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan. 
Usaha yang lebih besar lagi dibutuhkan bilamana tingkat kesejahteraan ini ingin 
ditingkatkan.Penyebaran penduduk yang kurang seimbang di antara pulau Jawa 
dan pulau-pulau lainnya telah menghambat pemanfaatan secara optimal sumber 
alam maupun sumber manusia Indonesia. Selanjutnya ketidakseimbangan di 
dalam penyebaran penduduk Indonesia di antara daerah kota dan pedesaan juga 
telah menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan urbanisasi.Tetapi 
terdapat satu hal periting lainnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang 
  
tinggi, yaitu mendesaknya kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja yang 
meluas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang diakibatkan terutama oleh 
tingginya angka kelahiran berarti kebutuhan  akan penciptaan kesempatan kerja 
lebih besar terutama bagi tenaga kerja umur muda, baik di kota maupun di desa.  
b) Kekurangseimbangan di dalam permintaan dan penawaran tenaga terdidik 
Salah satu aspek masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja ialah 
terdapatnya ketidakseimbangan di antara jenis tenaga terdidik yang tersedia 
dengan jenis tenaga terdidik yang dibutuhkan di dalam pembangunan. Terdapat 
andikasi mengenai kekurangan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik tertentu 
khususnya di kalangan lulusan sekolah lanjutan atas. Tetapi pada lain pihak 
terdapat pula indikasi mengenai kekurangan tenaga terdidik pada banyak bidang. 
c) Kekurangseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja antar daerah 
Kekurangan kesempatan kerja secara umum, kekurangseimbangan di 
dalam struktur permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik dan adanya syarat-
syarat kerja dan kesejahteraan buruh yang kurang wajar tidak sama intensitasnya 
di antara daerah-daerah di Indonesia dan di antara daerah kota dan desa. 
Kekurangan kesempatan kerja secara umum amat terasa di pulau Jawa. 
Rendahnya luas tanah pertanian per orang di Jawa dibanding dengan daerah lain 
merupakan salah satu sebab kekurangan kesempatan kerja secara umum yang 
lebih besar ini. Relatif rendahnya tingkat upah tenaga tidak terdidik secara umum 
di Jawa (kecuali di Jakarta) dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia 
adalah manifestasi dari pada tingkat kekurangan kesempatan kerja yang lebih 
besar di Jawa dibanding dengan daerah-daerah lain. Di antara daerah-daerah di 
luar Jawa juga terdapat perbedaan intensitas kekurangan kesempatan kerja. 
  
d) Masalah ketenagakerjaan pengangguran dan kemiskinan 
Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan 
yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara - negara yang 
memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah 
ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan Indonesia sudah menjadi 
masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera. Kemiskinan 
dianggap sebagai akar dari segala permasalahan sosial kependudukan yang 
memiliki efek luar biasa bagi Indonesia. 34 
2. Hubungan tingkat upah terhadap pengangguran. 
Pada dasarnya besarnya tingkat upah akan menentukan keinginan 
masyarakat untuk bekerja pada suatu perusahaan. Ketika upah yang di tawarkan 
oleh perusahaan besar tentunya akan menarik jumlah pekerja. Namun, hal tersebut 
umunya berlaku di negara-negara maju. Sedangkan pada negara-negara 
berkembang hal tersebut tidak berlaku. 
3. Hubungan  inflasi terhadap pengangguran. 
Pada dasarnya pengangguran di sebabkan karena ketidaksesuaian jumlah 
tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk menyerapnya. 
Akibatnya, mengarah kepada masalah-masalah sosial lainnya. Dalam jangka 
pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam 
jangka panjang justru memberikan dampak buruk. Jika kenaikan harga 
menyebabkan harga domestik itu naik, maka masyarakat cenderung membeli 
barang-barang impor yang relatif lebih murah.  
                                            
34https://carapedia.com/masalah_ketenagakerjaan_pengangguran_kemiskinan_indonesia_
info3017.html (diakses 22:36. Tanggal 04 januari 2018) 
  
Hal ini tentunya menyebabkan berbagai pabrik, perusahaan, maupun 
wiraswata lokal yang akan bangkrut. Dalam hal ini, masyarakat akan kehilangan 
pekerjaan. Dengan demikian, inflasi pada akhirnya akan meningkatkan jumlah 
pengangguran. Sebaliknya, jika harga mengalami deflasi maka penyerapan tenaga 
kerja akan menurunkan angka pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori philip 
yang menyatakan bahwa, hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat 
pengangguran adalah berbanding negatif. 
4. Hubungan pertumbuhan ekonomi tehadap pengangguran. 
Pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan untuk menyatakan 
perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan 
perubahan fundamental ekonomi jangka panjang. Karena pertumbuhan ekonomi 
bersifat agregat, tentunya variabel ini sebagai tolak ukur peningkatan kapasitas 
output terhadap produksi barang dan jasa secara fisik bagi suatu negara atau 
wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya output yang di hasilkan sebagai 
akibat dari nilai yang di hasilkan masyarakat yang bekerja. Sehingga, 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang timbal 
balik. 
Adapun konsep yang mempelajari hubungan pengangguran terhadap GDP 
(Gross Domestic Product) di kemukakan oleh hukum Okun yang menyatakan 
bahwa tingkat pengangguran berkolerasi negatif dengan pertumbuhan GDP rill 
atau pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
menunjukkan banyaknya masyarakat yang bekerja pada berbagai sektor pada 
suatu wilayah. Sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan sebab 
dari kurangnya masyarakat yang bekerja karena output yang dihasilkan kurang 
  
5. Hubungan tingkat upah terhadap kemiskinan. 
Dalam dunia usaha, secara sederhana pengupahan diartikan sebagai bentuk 
konpensasi atas kontribusi yang dilakukan pekerja atau buruh kepada suatu 
perusahaan. Besarnya upah tentunya sangat berdampak terhadap keinginan 
masyarakat untuk bekerja pada suatu sektor atau suatu perusahaan. Jika 
diperhatikan, realitas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk bekerja 
lebih mengarah kepada kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi 
masyarakat. Hal lebih realistis jika di sesuaikan dengan konteks kelebihan 
penawaran tenaga kerja pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia. 
Besarnya tingkat upah tentunya berpengaruh terhadap tingkat 
kesejahteraan pekerja dengan keluarganya. Ini berarti pemenuhan kebutuhan 
pekerja dan keluarganya ditentukan oleh besar kecilnya upah yang diterima. Dari 
segi perusahaan, upah dilihat sebagai biaya yang harus dikeluarkan sehingga 
perusahaan sangat berhati-hati dalam meningkatkan besarnya upah kepada pekerja 
meskipun proses pengupahan telah di atur undang-undang. Ha ini menunjukkan 
bahwa tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena variabel ini 
menyangkut kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 
6. Hubungan inflasi terhadap kemiskinan. 
Tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah merupakan indikator 
kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya sedangkan  inflasi yang tinggi 
akan memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini tentunya menjadi hubungan 
yang saling memengaruhi. Jika inflasi ringan tentunya berpengaruh positif 
terhadap perekonomian. Misalnya masyarakat akan cenderung untuk bekerja, 
menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang tinggi 
  
(hiperinflasi) akan menciptakan kemiskinan karena masyarakat tidak mampu lagi 
memnuhi kebutuhan hidupnya. 
7. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. 
Pada dasarnya kemiskinan dapat diartikan sebgai kondisi deprivasi materi 
dan sosial yang mengakibatkan suatu individu dan masyarakat hidup di bawah 
standar kehidupan yang layak. Keadaan tersebut menjadikan suatu individu 
tersebutmengalami perbedaan status sosial dengan masyarakat lainnya. Sedangkan 
pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi secara agregat yang 
menambah lapangan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat 
kemiskinan. Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat 
keharusan (necessary ciondition) bagi pengurangan kemiskinan.adapun syarat 
kecukupan (sufflied condition) artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya 
menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin 
(growth with equity). 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. 
Artinya, pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan di suatu 
negara atau wilayah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami 







C. Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti dapat di 
gambarkan dalam tabel berikut: 
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
No Nama (Tahun) Judul Hasil 
1. Ni Ketut Eni 
Endrayani dan 
Made Heny 







Kabupaten / Kota 
Di Provinsi Bali 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat di 
simpulkan yaitu :  
1) Inflasi tidak berpengaruh 
terhadap pengangguran di 
Provinsi Bali.  
2) Tingkat pendidikan dan 
investasi berpengaruh 
meningkatkan pengangguran 
di Provinsi Bali. 
3) Inflasi dan investasi 
berpengaruh meningkatkan 
kemiskinan di Provinsi Bali 
4) Pengangguran tidak 
berpengaruh terhadap 
kemiskinan di Provinsi Bali. 















1) Tingkat inflasi tidak 
memiliki pengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan di 
Sulawesi Utara 
2) Investasi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap 
kemiskinan di Sulawesi 
Utara 
3) Pertumbuhan ekonomi tidak 
memiliki pengaruh terhadap 
kemiskinan di Sulawesi 
Utara 
4) Tingkat pengangguran tidak 
memiliki pengaruh terhadap 












5) Tenaga Kerja berpengaruh 
secara langsung dan positif 
terhadap pertumbuhan 














6) Pendidikan berpengaruh 
secara langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
7) Pengeluaran Pemerintah 
berpengaruh secara langsung 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi,  
8) Tenaga Kerja, Pendidikan, 
dan Pengeluaran Pemerintah 
secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
9) Tenaga Kerja berpengaruh 
secara langsung terhadap 
kemiskinan. 
10) Pengeluaran Pemerintah 
berpengaruh secara langsung 
terhadap kemiskinan, 
Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh secara langsung 
terhadap kemiskinan 
11) Tenaga Kerja, 
Pengeluaran Pemerintah dan 
Pertumbuhan Ekonomi 
secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 
kemiskinan. 











1) Variabel inflasi berpengaruh 
signifkandan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. 
2) Pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan 













1) Tingkat pengangguran 
berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan 
kabupaten/kota di Provinsi 
Kalimantan Barat. Data 
empiris menunjukkan pola 
hubungan yang tidak selalu 
searah antara tingkat 
pengangguran dan tingkat 
kemiskinan.  
  
2) Penganggur yang ada di 
rumah tangga tersebut tidak 
secara otomatis menjadi 
miskin karena ada anggota 
keluarga lain yang memiliki 
pendapatan yang cukup 
untuk mempertahankan 
keluarganya hidup berada di 
atas garis kemiskinan. Ini 
terutama terjadi pada 
pengangguran terdidik dan 
total pengangguran terbuka 
di Provinsi Kalimantan Barat 
yang tersebar di seluruh 
kabupaten/kota, sebanyak 
47,86% adalah pengang-
guran terbuka dengan tingkat 
pendidikan Tamat SLTA ke 
atas (pengangguran terdidik).   








guran di kota 
makassar 




pengangguran di Kota 
Makassar periode tahun 
2001-2011.  
2) Secara Parsial dapat 
diperoleh hasil sebagai 
berikut:  
a) Upah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di 





tingkat upah maka akan 
menyebabkan tingginya 
tingkat pengangguran di 
Kota Makassar.  
b) Pertumbuhan Penduduk 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di 







maka akan menyebabkan 
peningkatan pula pada 




D. Kerangka Pikir 
Dalam analisis ekonomi, analisis jalur adalah keterkaitan antara variable 
independent, variable intermediate, dan variable dependent yang biasanya 
disajikan dalam bentuk diagram. Didalam diagram ada panah panah yang 
menunjukkan arah pengaruh antara variable-variabel exogenous, intermediary, 
dan variabel dependent. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 
linier berganda, untuk mengira hubungan kausalitas antar variabel yang 
berjenjang berdasarkan teori.  Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan 
langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta hubungan tidak 
langsung yang melalui variabel intervening. 
Kemiskinan tercipta atas berbagai masalah yang saling berhubungan 
antar satu sama lain dan kemiskinan tidak tercipta begitu saja tanpa adanya faktor-
faktor yang mendahuluinya. Pada penelitian ini, kemiskinan sebagai hasil akhir 
dari berbagai permasalahan sosioal-ekonomi pada masyarakat di Kota Makassar 
sehingga variabel kemiskinan merupakan variabel endogen (dependen). 
Sedangkan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya taraf hidup 
(kemiskinan) di Kota Makassar adalah pengangguran yang dikarenakan 
  
ketidaksesuaian antar peningkatan jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan 
yang tersedia. Sehingga variabel pengangguran sebagai faktor intermediary. 
 Adapun faktor-faktor tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi 
merupakan variabel independen yang memengaruhi tingkat pengangguran dan 
kemiskinan di Kota Makassar. Secara sederhana, kerangka pikir dalam penelitian 









Gambar 2.4 Kerangka pikir 
 
Pada dasarnya pembangunan ingin mewujudkan pemerataan dan  
meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, adapun 
variabel paling dominan dalam mewujudkan kesehajteraan adalah mengurangi 
tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini terdapat berbagai variabel yang 
memengaruhi kemiskinan suatu daerah atau kota. Akan tetapi, peneltiti fokus 
untuk mengukur tiga variabel yakni, tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan 

















   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
E. Hipotesis  
Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara atau awal yang digunakan 
dalam suatu penelitian penelitian. Hipotesis juga merupakan anggapan atau 
asumsi dari suatu hipotesis berdasarkan data, teori ekonomi dan penelitian 
terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah: 
1. Diduga bahwa variabel tingkat upah berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. 
2. Diduga bahwa variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan 
terhadap terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. 
3. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif 
dan signifikan terhadap tingkat terhadap pengangguran di Kota Makassar. 
4. Diduga bahwa variabel tingkat upah berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
5. Diduga bahwa variabel inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
6. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif 
dan signifikan terhadap tingkat terhadap kemiskinan di Kota Makassar. 
7. Diduga bahwa variabel pengangguran berpengaruh secara negatif dan 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan 
pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 
Penelitian ini di lakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam 
penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel bebas yakni tingkat upah, inflasi, 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di 
Kota Makassar melalui tingkat pengangguran sebagai variabel intermediasi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan eksplanatory. Penelitian ini menguji hubungan antar variabel, maka 
penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar 
variabel bebas (exogen variable) dan variabel terikat (endogen variable). Tipe 
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok 
atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.35 
C. Sumber Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder ini merupakan data time series (data berkala) dengan 
jangka waktu 2003-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 
Sulawesi selatan maupun Kota Makassar. 
                                            
35 Nanang Martono,  Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan  analisis data  Sekunder 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17. 
  
Sumber data diperoleh data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 
pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga 
pengumpul data dalam penelitian ini antara lain: 
1) Badan Pusat Stastistik Propinsi Sulawesi Selatan dan kota Makassar dalam 
beberapa terbitan.  
2) Bank Indonesia (BI) 
3) Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari 
instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik 
penelitian untuk memperoleh data sekunder.  
Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:  
1) Data ketenagakerjaan yaitu data tingkat upah dan pengangguran Kota 
Makassar.  
2) Data jumlah masyarakat miskin Kota Makassar. 
3) Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini adalah 
melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 
berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan 
tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan kemiskinan, pengangguran, tingkat 
upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode dokumentasi merupakan cara 
untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya 
dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik 
berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang). 
  
Untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi 
dari berbagai sumber pustaka, dan internet.  
E. Teknik Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik deskriptif dan analisis jalur (path analisys). Statistik deskriptif digunakan 
untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni melihat hubungan tingkat 
upah terhadap pengangguran. Kedua, melihat hubungan inflasi terhadap 
pengangguran. Ketiga, melihat hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran. Keempat, melihat hubungan  tingkat upah terhadap kemiskinan. 
Kelima, melihat hubungan inflasi terhadap kemiskinan. Keenam, melihat 
hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Terakhir, melihat 
hubungan vaeiabel intermediasi yaitu pengngguran terhadap kemiskinan di kota 
Makassar  melalui analisis regresi linear berganda dengan metode analisis path. 
1. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data residual 
terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara untuk menguji apakah data yang 
dapat dikatakan terdistribusi secara normal atau tidak, salah satunya dengan 
menghitung nilai D statistik. Uji ini menggunakan uji  Kolmogrov-Smirnov. Uji 
ini mula-mula menghitung nilai D statistik yang kemudian dibandingkan dengan 
D-tabel jika D-hitung < D-tabel maka dikatakan terdistribusi secara normal. 
Hipotesisnya sebagai berikut: 
H0 = Data berdistribusi normal. 
H1 = Data tidak berdistribusi normal. 
  
Jika Dhitung < D-tabel α (n) maka H0 diterima.36 
Metode lainnya untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan 
metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun 
dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat dari 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal Probability Plot 
atau dengan melihat histogram dari residualnya. 
b) Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah kolerasi linear diantara variabel-variabel bebas 
dalam model regresi. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel 
independen. Jika nilai tolerance leih dari 0,10 dengan nilai VIF kurang dari 10, 
maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas dan jika nilai tolerance lebih 
kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan ada gejala 
multikolenearitas. 
c) Uji Heterokedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 
ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 
regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 
Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan analisis grafik. 
d) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk 
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai 
durbin-watson (DW test). 
2. Analisis Jalur (Path Analysis) 
Langkah-langkah Analisis Jalur dapat dilihat pada uraian berikut yaitu: 
a) Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan 
konsep dan teori, yaitu: 
                
                  
1) Pengaruh tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan: 
Y1 =    X1 +  X2 +   X3  + e1 ........................................ ...............................(1) 
2) Pengaruh tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
kemiskinan melalui pengangguran, yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
persamaan: 
Y2 =    X1 +    X2 +    X3 +  Y1 + e2 ...........................................................(2) 
Keterangan: 
   adalah tingkat upah 
   adalah inflasi 
   adalah pertumbuhan ekonomi 
   adalah pengangguran 
   adalah tingkat kemiskinan 
  ,   , .....    adalah koefisien jalur 
  
e1 dan e2 adalah batas error 
Persamaan di atas dapat di tulis kembali menjadi: 
                        
                             
Untuk mengistemasi persamaan di atas, tidak dapat dilakukan dengan OLS 
(Ordinary Least Square) sebelum dilakukan indetifikasi koefisien dengan 
memindahkan semua variabel endogen ke sebelah kiri dan variabel eksogen ke 
sebelah kanan, sebagai berikut: 
                        
                                   
Selanjutnya diformulasikan kedalam bentuk matriks sebagai berikut: 
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Sehingga diperoleh diperoleh reduced form sebagai berikut: 
                        
                             
                                                 
                                                   
         
                                                      
          
                        
Dimana: 
 Berdasarkan hasil  reduced form maka didapat model stocastic untuk 
masing-masing: 
1. Model pengaruh tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap pengangguran 
                        
Dimana: 
 Pengaruh Langsung (Direct Effect) 
   = Konstanta/intercep pengangguran (  ) 
   = Pengaruh langsung tingkat upah (  ) terhadap pengangguran(  ) 
   = Pengaruh langsung inflasi (  ) terhadap pengangguran (  ) 
   = Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (  ) pengangguran (  ) 
   = error term dari pengangguran (  ) 
  
2. Model pengaruh tingkat upah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengangguran terhadap kemiskinan 
                             
Dimana: 
a) Pengaruh Langsung (Direct Effect) 
   = Konstanta/intercep kemiskinan(  ) 
   = Pengaruh langsung tingkat upah(  ) terhadap kemiskinan(  ) 
   = Pengaruh langsung inflasi(  ) terhadap kemiskinan(  ) 
   = Pengaruh langsung petumbuhan ekonom (  ) terhadap kemiskinan (  ) 
   = Pengaruh langsung tingkat pengangguran (  ) terhadap kemiskinan(  ) 
   = error term dari kemiskinan (  ) 
b) Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 
     = Pengaruh tidak langsung tingkat upah (  ) terhadap  kemiskinan 
(  ) melalui pengangguran (  )  
     = Pengaruh tidak langsung inflasi (  ) terhadap  kemiskinan (  ) 
melalui pengangguran (  )  
     = Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (  ) terhadap  
kemiskinan (  ) melalui pengangguran (  )  
c) Total Pengaruh (Total Effect) 
             = Pengaruh total tingkat upah (  ) terhadap  
kemiskinan.(  ) 
             = Pengaruh total inflasi (  ) terhadap  kemiskinan (  ) 
  
             = Pengaruh total pertumbuhan ekonomi (  ) terhadap  
kemiskinan (  ) 
b) Langkah selanjutnya, Model tersebut dikembangkan untuk menjawab 
permasalahan penelitian serta berbasis teori dan konsep, yang dapat 
diilustrasikan seperti gambar berikut: 














c) Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi hasil 
analisis yaitu menentukan jalur pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi 
jalur yang pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan membandingkan besarnya 



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
F. Definisi Operasional Variabel 
Ruang lingkup penelitian ini mencakup masalah kemiskinan masyarakat 
kota Makassar, maka dianggap perlu memberi batasan pada penelitian ini yakni: 
1. Kemiskinan 
Kemiskinan didasarkan atas harga beras, yaitu tingkat konsumsi perkapita 
setahun yang sama dengan beras. Konsumsi beras untuk perkotaan dan 
pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita 
per tahun. Variabel tinkat kemiskinan di ukur dalam satuan persen. 
2. Pengangguran  
Pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 
kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat 
upah tertentu. Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan 
berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari 
pekerjaan. Untuk memperoleh tingkat pengangguran  terbuka yaitu orang 
yang mencari kerja di bagi angkatan kerja kemudian dikali 100 persen dan 
dinyatakan dalam persen. 
  
              
            
      
3. Tingkat upah 
Upah tenaga kerja ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-
undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya 
  
atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan 
dilandaskan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
PER-01/MEN/1999. Variabel ini di ukur dalam satuan rupiah. 
4. Inflasi 
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan secara umum selama periode 
tertentu. Variabel ini diukur dalam satuan persen 
5. Pertumbuhan ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan output suatu 
negara atau wilayah dalam suatu periode tertentu. Variabel ini diukur 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
1. Keadaan geografis dan Iklim 
Secara Geografis, Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang terletak dibagian Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang. Secara 
astronomis, Kota Makassar terletak antara 119˚24ʹ17ʹ38ʺ Bujur Timur dan 
5˚8ʹ6ʹ19ʺ Lintang Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di 
Indonesia dan terbesar di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Sebagai pusat 
pelayanan KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, 
pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintah, simpul jasa angkutan barang 
dan penumpang baik darat, laut maupun udara serta pusat pelayanan dan 
kesehatan.   
Batas administrasi Kota Makassar adalah: 
a. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
b. Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
c. Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
d. Wilayah sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Kota Makassar  memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2˚ (datar) 
dan kemiringan lahan 3-15˚ (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah 
yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Kota 
Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-
25 meter di atas permukaan laut, Pada akhir tahun 2017, wilayah administrasi 
  
Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, 
secara lengkap dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut: 
Tabel 4.1. Luas wilayah Makassar berdasarkan luas kecamatan 
No Kecamatan Luas (KM2) Presentase 
1 Rappocini 9.23 5.25 
2 Makassar 2.25 1.43 
3 Mariso 1.82 1.04 
4 Mamajang 1.25 1.28 
5 Tamalate 20.21 11.50 
6 Ujung Pandang 2.63 1.50 
7 Wajo 1.99 1.13 
8 Bontoala 2.10 1.19 
9 Ujung Tanah 5.94 3.38 
10 Tallo 5.83 3.32 
11 Panakkukang 17.05 9.70 
12 Manggala 24.14 13.72 
13 Biringkanaya 48.22 27.43 
14 Tamalanrea 31.84 18.12 
 Jumlah 175.84 100 
Sumber Badan Pusat Statstik, Makassar dalam angka 2018 
Dari tabel diatas luas Kota Makassar dapat dilihat dari gambar berikut: 
Gambar 4.1 Luas Kota Makassar 
 
Sumber Kantor Pertanahan Kota Makassar 
Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-
rata kelembaban udara sekitar 77%, temperature udara sekitar 26,2˚-29,3˚c, dan 
  
rata-rata kecepatan angin 5,2 knot. Secara administrasi pemerintahan, Kota 
Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 143 kelurahan dengan 
885 RW dan 4446 RT. Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota 
Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 
tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25˚ C sampai 
33˚ C. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari, dan 
Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan berkisar 144 
hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah 
sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada 
daerah pantai, umumnya sampai bulan April. 
Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Makassar tahun 2015 
menetapkan 5 wilayah pegembangan (WP), yaitu: WP 1 di daerah utara, yaitu 
kawasan di sebelah atas sungai Tall; WP 2 di daerah timur, yaitu kawasan di 
sebelah bawah Sungai Tallo dan sebelah Timur Jalan Petrani; WP 3 di daerah 
pusat kota, yaitu sebagai daerah pengembangan vertikal; WP 4 di daerah Barat 
dan Selatan, yaitu di bawah Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga); WP 5 
di daerah perairan laut, yaitu Kepulauan Spermonde Makassar. 
Pengembangan Kota Makassar dibagi ke dalam empat kawasan 
pengembangan yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu: lima kawasan 
pegembangan, tiga belas kawasan Terpadu, tujuh kawasan khusus, satu Kawasan 
Prioritas Pantai Losari. 
Tiga belas kawasan terpadu terdiri dari: (1) Pusat Kota; (2) Permukiman 
Terpadu; (3) Pelabuhan Terpadu; (4) Bandara Terpadu; (5) Maritim Terpadu; (6) 
Industri Terpadu; (7) Pergudangan Terpadu; (8) Perguruan Tinggi Terpadu; (9) 
  
Penelitian Terpadu; (10) Budaya Terpadu; (11) Olahraga Terpadu; (12) Bisnis dan 
Pariwisata Terpadu; (13) Bisnis Global. 
Sedangkan tujuh Kawasan Khusus meliputi: (1) Kawasan Khusus Maritim; 
(2) Kawasan Khusus pengembangan koridir Sungai Tallo; (3) Kawasan Khusus 
pengembangan koridor Sungai Jene’ Berang; (4) Kawasan pengembangan dan 
pengendalian Pantai Makassar; (5) Kawasan Khusus konservasi warisan budaya; 
(6) Kawasan Khusus pusat energi dan bahan bakar; (7) Kawasan Khusus tempat 
pembuangan dan pemrosesan sampah. 37 
2. Pemerintahan 
Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi 
Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan Kota dari 21 km2 menjadi 175,77 
km2. Namun kemudian pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya 
menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta 
terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota 
Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi Selatan.38 
Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota, sekretariat 
kota, dinas-dinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan 
dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Jumlah wakil rakyat tahun 2015 yang 
duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Sebanyak 50 orang, dengan 42 orang laki-laki dan 8 orang perempuan hal ini 
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menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki 
jabatan legislatif sekalipun porsinya masih relatif kecil sebesar 13%. 
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan 
Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 
sebanyak 1.489.011 jiwa yang terdiri atas 737.146 jiwa penduduk laki -laki dan 
751.865 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 
penduduk tahun 2016, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 
1,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki 
sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen. Sementara itu 
besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki -laki terhadap 
penduduk perempuan sebesar 98. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 
2017 mencapai 8.471 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah 
tangga empat orang. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan 
kepadatan sebesar 33.751 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamalanrea 
sebesar 3.563 jiwa/km2. Sementara itu, jumlah rumahtangga mengalami 
pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun 2016. 
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Makassar pada Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar pada tahun 2017 sebesar 8.376 pekerja dengan penurunan 
68,11 persen. Dari 8.376 pekerja yang terdaftar sebesar 4.099 telah ditempatkan 
bekerja. Perbandingan pencari kerja laki -laki lebih banyak dibandingkan 
perempuan, terdaftar 4.334 laki –laki dan 4.042 perempuan pencari kerja terdaftar 
pada Dinas Tenaga Kerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada 
Dinas Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 44,41 persen 
  
(3.720 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 1.838 (49,41 %) pekerja ditahun 
2017. 
B. Deskriptif Variabel 
Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian yaitu variabel pengangguran dan variabel kemiskinan sebagai variabel 
dependen sedangkan tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel independen. 
1. Perkembangan variabel kemiskinan 
Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Makassar menarik untuk 
diamati terutama jika dikaitkan dengan kinerja makro-ekonomi daerah, terutama 
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Ukuran kemiskinaan 
kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 
dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan 
adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu 
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan 
(GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah 
perkotaan dan perdesaan. 
Dari tabel di bawah bisa dilihat bahwa penduduk miskin kota Makassar 
dari tahun 2002 hingga tahun 2017 mengalami fluktuatif, ini menandakan bahwa 
Kota Makassar menjadi salah satu kota yang sangat penting di dalam 
pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kondisi sistem Pemerintah yang 
kondusif, posisi strategis, juga pertumbuhan berbagai ekonomi yang variatif  dan 
  
daya tarik wisata serta dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan. Untuk 
lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan dapat 
dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 4.2 Perkembangan jumlah penduduk dan jumlah penduduk 
miskin di Kota  Makassar tahun  2003-2017 
Tahun Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk 
miskin (ribu jiwa) 
Tingkat Kemiskinan 
(persen) 
2003 1.160.011 81.41 7.10 
2004 1.179.023 71.56 6.10 
2005 1.193.434 74.30 6.19 
2006 1.223.540 88.39 7.22 
2007 1.235.239 69.92 5.66 
2008 1.253.656 66.90 5.36 
2009 1.272.349 69.67 5.52 
2010 1.339.374 78.70 5.86 
2011 1.450.169 71.67 5.29 
2012 1.504.926 69.17 5.02 
2013 1.546.136 66.40 4.70 
2014 1.583.683 64.23 4.48 
2015 1.449.401 63.24 4.38 
2016 1 469 601 66.78 4.56 
2017 1 489 011 68.19 4.60 
Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Dinas Pencatatan 
Sipil dan Kependudukan Makassar (data diolah) tahun 2018) 
    
2. Tingkat Pengangguran 
Jumlah penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap 
tahun seperti yang terlihat tabel diatas. Hal tersebut terlihat dari data yang dilansir 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Tahun 2017 jumlah penduduk Kota 
Makassar berada diangka 1.489.011. Angka tersebut mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yang berkisar 1.469.601 jiwa. Hal tersebut menjadi masalah 
jika tidak dibarengi dengan keterbukaan lapangan kerja. Akibatnya peningkatan 
jumlah pengangguran menjadi masalah bagi masyarakat.  
  
Berdasarkan data tingkat pengangguran yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik Sulawesi Selatan tingkat pengangguran di Kota Makassar yang bersifat 
fluktuatif dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Angka pengangguran tertinggi 
terlihat pada tahun 2007 yang tingkat penganggurannya mencapai 95.010 ribu 
jiwa dengan persentase 18 persen dari total penduduk. Keadaan ini mengalami 
penurunan meski sifatnya fluktuasi  dari tahun ke tahun. Keadaan ini dapat dilihat 
dari tabel dibawah:  
Tabel 4.3 Tingkat pengangguran di Kota Makassar tahun 2003-2017 
Tahun Pengangguran (jiwa) Pengangguran (persen) 
2003 76.288 17.41 
2004 65.504 18.13 
2005 91.537 15.04 
2006 65.434 14.03 
2007 95.010 18.00 
2008 66.446 11.76 
2009 77.143 12.90 
2010 78.216 13.34 
2011 49.668 8.41 
2012 55.596 9.97 
2013 55.619 9.53 
2014 65.623 10.90 
2015 71.306 12.02 
2016 71.306 12.02 
2017 64.954 10.59 
Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, (data diolah) tahun 2018 
3. Perkembangan Tingkat Upah  
Upah minimum standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha 
atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan 
usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan 
yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum 
Propinsi. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum 
  
dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, 
meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.  
Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah 
banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua 
sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk 
mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk 
mempertahankan produktivitas pekerja. Di Indonesia, pemerintah mengatur 
pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 
Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut 
berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan 
sebesar . Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, 
upah minimum didefinisikan sebagai ” Upah bulanan terendah yang meliputi gaji 
pokok dan tunjangan tetap”. 
Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan , 
Pasal 41 ayat 2 “upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan 
yang terendah atas : a) Upah tanpa tunjangan; atau b) Upah pokok termasuk 
tunjangan”. PP ini menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh dengan masa kerja dengan masa kerja kurang dari setahun. 
Sementara upah bagi pkerja diatas setahun dirunding secara bipartit pada 
perusaahaan bersangkutan. 
Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar 
sampai pada tingkat pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang 
bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah 
minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low 
skilled. Upah minimum Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 
 
  
Tabel 4.4 Tingkat upah minimum di  Kota Makassar tahun 2003-2017 
Tahun Upah Minimum (Rupiah) Perkembangan Upah  (%) 
2003 415.000 1.11 
2004 455.000 1.10 
2005 510.000 1.12 
2006 612.000 1.20 
2007 673.200 1.10 
2008 740.520 1.20 
2009 905.000 1.22 
2010 1.000.000 1.20 
2011 1.100.000 1.10 
2012 1.200.000 1.09 
2013 1.440.000 1.20 
2014 1.800.000 1.25 
2015 2.000.000 1.11 
2016 2.250.000 1.12 
2017 2.435.625 1.08 
Sumber: Kantor Dinas Tenaga Kerja, (Data Diolah) Tahun 2018 
Dari tahun 2003 hingga tahun 2017 jumlah upah di kota Makassar terus 
mengalami peningkatan yang menandakan bahwa kota Makassar cukup 
mengalami perkembangan perekonomian dari tiap tahunnya.  Hal ini yang 
menjadi pemacuh meningkatnya kesejahteraan bagi pekerja yang diharapkan 
dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Trend upah minimum di 
masyarakat sudah menjadi salah salah satu faktor penentu kemampuan masyarakat 
untuk mendapatkan penghidupan yang layak.  
4. Perkembangan Tingkat Inflasi 
Fenomena inflasi merupakan keadaan perekonomian yang tingkat harga 
dan biaya-biaya umum naik sehingga inflasi menjadi tolak ukur baik buruknya 
perekonomian suatu negara atau suatu wilayah. Dikarenakan inflasi menyangkut 
masalah daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, pengendalian inflasi 
sangat penting. Kemiskinan yang tercipta karena kurangnya kemampuan 
masyarakat memenuhi kebutuhan sehingga inflasi perlu dikendalikan. Secara 
teoritis, inflasi selalu berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, sehingga 
  
upaya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga angka inflasi. 
Pada tabel 4.5 dibawah dapat lihat tingkat inflasi di Kota Makassar dalam 
kurun waktu 15 tahun terakhir, dimana tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 
2005 dengan persentase sebesar 15,20 persen. ini tentunya menjadi masalah bagi 
kestabilan perekonomian karena peningkatannya sangat tinggi dibandingkan 2 
tahun sebelumnya . 



















Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, (data diolah) tahun 2018 
Dapat dilihat ketika keadaan fluktuasi tingkat inflasi mulai terkendali sejak 
tahun 2009 sampai 2017, ini menandakan bahwa tingkat inflasi sangat di 
pengaruhi pada keadaan perekonomian dan kebijakan pemerintah, yakni di tahun 





5. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian 
yang diproduksi oleh penduduk suatu daerah dalam periode tertentu. Untuk 
melihat pertumbuhan perekonomin suatu wilayah tentunya dilihat dari besarnya 
barang dan jasa yang diproduksi, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB) atau 
produk domestik bruto regional (PDRB) menjadi patokan untuk tinggi rendahnya 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut 
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 
jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan 
ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian 
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat 
memberikan dampak pada beberapa aspek terhadap pembangunan yang akhirnya 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja 
dan menciptakan pemerataan. Pada tabel 4.5 dapat dilihat besarnya pertumbuhan 
ekonomi di Kota Makassar menujukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
sifatnya fluktuatif, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir perumbuhan ekonomi 
Kota Makasar berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan 
ekonomi tertinggi terdapat pada tahun 2008 yakni sebesar 10,25 persen sedangkan 
angka pertumbuhan terendah berada pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 
sebesar 7,39 persen. meskipun pertumbuhan ekonomi sifatnya fluktuasi, pada 
besarnya produksi masyarakat atau PDRB tetap menunjukkan tren yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun. 
 
  




Pertumbuhan Ekonomi  
(Persen) 
2003 8.882.256 8.60 
2004 9.785.333 10.17 
2005 10.492.540 7.16 
2006 11.341.848 8.09 
2007 12.261.538 8.11 
2008 13.561.827 10.25 
2009 14.798.187 9.20 
2010 58.556.467 9.83 
2011 64.662.103 9.65 
2012 70.851.005 9.88 
2013 76.907.410 8.55 
2014 82.592.004 7.39 
2015 88.818.476 7.55 
2016 95.856.726 8.23 
2017 103.857.071 8.23 
Sumber: BPS Kota Makassar (diolah) tahun 2018. 
C. Hasil Pengolahan Data  
1. Uji Asumsi Klasik 
Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi 
klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun 
pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu: 
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan 
menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram 
ataupun dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat 
  
dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot 
atau dengan melihat histogram dari residualnya. Pada hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan menunjukkan pola 
distribusi normal baik pada persamaan pertama maupun persamaan kedua, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas memenuhi dan layak 
dipakai untuk memprediksi tingkat pengangguran berdasarkan variabel bebasnya. 
untuk memprediksi tingkat kemiskinan di Kota Makassar(Lihat gambar pada 
lampiran I). 
b. Uji Multikolinieritas  
Uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel independen. Berdasarkan aturan variance inflation factor 
(VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang 
dari 0,10 maka dinyatakan gejala multikolinieritas. Sebalinya apabila VIF kurang 
dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.6 berikut: 
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas 







Tingkat upah 0.790 1.266 0.286 3.496 
Inflasi 0.806 1.240 0.731 1.369 
Pertumbuhan Ekonomi 0.844 1.185 0.664 1.507 
Pengangguran 
  0.354 2.824 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, tahun 2018 
Berdasarkan tabel 4.7 pada persamaan 1 di atas, maka dapat diketahui nilai   
VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut : 
  
1) Nilai VIF untuk variabel tingkat upah  sebesar 1,266 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,79 > 0,10 sehingga variabel tingkat upah  dinyatakan 
tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
2) Nilai VIF untuk variabel inflasi sebesar 1,240 < 10 dan nilai toleransi 
sebesar 0,80 > 0,10 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi 
multikolonieritas. 
3) Nilai VIF untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1.185 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,84 < 0,10 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
Sedangkan pada persamaan 2, maka dapat diketahui nilai VIF untuk 
masing-masing variabel penelitian sebagai berikut : 
1) Nilai VIF untuk variabel tingkat upah  sebesar 3,496 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,286 > 0,10 sehingga variabel tingkat upah  dinyatakan 
tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
2) Nilai VIF untuk variabel inflasi 1,369 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,73 
> 0,10 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
3) Nilai VIF untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1.507 < 10 dan 
nilai toleransi sebesar 0,66 < 0,10 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
4) Nilai VIF untuk variabel pengangguran sebagai variabel intervening pada 
persamaan 2 sebesar 2,824 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,35 < 0,10 
sehingga variabel pengangguran dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
 
  
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota 
dari serangkaian observasi yang berderetan  waktu. Uji autokorelasi digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu 
korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 
regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil uji autokorelasi 
untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson berikut: 
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
1 2,06139 2,091 
2 0,44211 2,490 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, tahun 2018 
Pada tabel 4.8 model pertama dan kedua dapat dilihat nilai Durbin Watson 
untuk penelitian ini adalah sebesar 2.091 dan 2,490 yang dengan nilai ini maka 
nilai Durbin Watson lebih besar dari nilai DU. Penentuan DU  diperoleh dari tabel 
Durbin Watson dan diketahui  k= 3 N= 15 hasil yang diperoleh adalah batas atas 
(DU) = 1,74014. Dan 4-(DU) = 2,85986, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. Hasil pengujian ini dapat 
dinyatakan model bebas dari penyimpangan asumsi klasik uji autokorelasi  
d. Uji Heteroksedastisitas 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians 
berbeda, disebut Heteroskedastisitas. 
  
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak 
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas 
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai 
untuk memprediksi jumlah pengangguran  dan kemiskinan berdasarkan masukan 
variabel independentnya. 
Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 baik model persamaan 1 dan 2 
menunjukkan tidak terjadi heretoskedastisitas. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa kedua model regresi layak dipakai untuk memprediksi 
variabel dependen terhadap variabel independennya (Lihat lampiran 1). 
2. Uji Hipotesis 
a. Pengujian hipotesis secara simultan (uji f) 
Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel  independen 
yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap variabel dependen.  
Tabel 4.9 Hasil regresi 




Std. Error (µ) 2,061 0,442 
R Square 0,549 0,829 
Konstanta 55,057 19,611 
 Β t- Hit Sign Β t- Hit Sign 
Tingkat Upah -4,658 -4,401 0,001 -1,695 -4,493 0,001 
Inflasi  -0,191 -1,067 0,309 -0,058 -1,440 0,180 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
-1,002 -1,728 0,112 -0,183 -1,308 0,220 
Pengangguran    -0,0362 -0,562 0,586 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, tahun 2018 
  
Dari hasil regresi model persamaan 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.9 
pengaruh variabel tingkah upah  (X1), inflasi (X2), dan pertumbuhan ekonomi 
(X3), terhadap adanya Pengangguran (Y1), maka diperoleh nilai signifikan 0,008 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indipendent secara  bersama-sama 
berpengaruh signifikan dan simultan terhadap variabel tingkat pengangguran di 
Kota Makassar. Sedangkan  model persamaan 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.9 
pengaruh variabel tingkah upah  (X1), inflasi (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), 
terhadap adanya kemiskinan (Y2) melalui variabel intervening yakni 
pengangguran (Y1), maka diperoleh nilai signifikan 0,001 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel indipenden secara  bersama-sama berpengaruh 
signifikan dan simultan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
b. Pegujian hipotesis secara parsial (uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-
masing variabel tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel terjadinya kemiskinan ke kota Makassar 
dengan menggunakan hipotesis: 
Pada tabel 4.9 perhitungan uji t dapat  dilihat hasil pengujian parsial 
terhadap masing-masing variabel, sedangkan nilai t-tabel diperoleh dari: 
Diketahui N=15, k=3 α= 0,05  
  Nilai t-tabel = (α/2 ; N-k-1) 
    = (0,05/2 ; 15 – 3 – 1) 
    =(0,025; 11) 
Kemudian distribusi nilai t-tabel ditemukan nilai sebesar 2,201 
  
Pengujian parsial masing-masing variabel pada model Persamaan 1 yakni 
tingkat upah  (X1), inflasi (X2),  dan pertumbuhan ekonomi (X3) secara parsial 
terhadap variabel tingkat pengangguran di Kota Makassar dapat dianalisis sebagai 
berikut: 
Persamaan 1 
1. Pengaruh tingkat upah  terhadap pengangguran  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -4,401 lebih kecil dari nilai t-tabel. 2,201, sehingga hipotesis H0 
diterima. Artinya variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat pengangguran. Nilai t negatif menunjukkan bahwa tingkat upah 
mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan pengangguran Ke 
kota Makassar. Ini dikarenakan bahwa tingkat upah bukanlah satu-satunya faktor 
paling berpengaruh peningkatan pengangguran di kota Makassar.  
2. Pengaruh tingkat inflasi terhadap Pengangguran 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -1.067 lebih kecil dari nilai t-tabel. 2,201, sehingga hipotesis H0 
diterima. Artinya variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
tingkat pengangguran. Adapun nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel ini 
menunjukkan tidak searah dengan variabel dependennya. 
3. Pengaruh pertumbuhan terhadap Pengangguran  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -1,728 lebih kecil dari nilai t-tabel 2, sehingga hipotesis H0 
diterima. Artinya variabel perumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai t negatif menunjukkan bahwa 
variabel ini mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 
  
pengangguran Kota Makassar.  
Persamaan 2 
Pengujian parsial masing- masing variabel pada model Persamaan 2 yakni 
tingkat upah  (X1), inflasi (X2),  dan pertumbuhan ekonomi (X3) melalui variabel 
pengangguran (Y1) secara parsial terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Pengaruh tingkat upah  terhadap kemiskinan  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -4,493 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,201, sehingga hipotesis H0 
diterima. Artinya variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan. Nilai t negatif menunjukkan bahwa tingkat upah 
mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan kemiskinan Ke kota 
Makassar. Ini dikarenakan bahwa tingkat upah bukanlah satu-satunya faktor 
paling berpengaruh peningkatan kemiskinan di kota Makassar. 
2. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kemiskinan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -1,440 lebih kecil dari nilai t-tabel, sehingga hipotesis H0 diterima. 
Artinya variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan. Adapun nilai negatif t tabel menunjukkan bahwa kedua variabel 
memiliki sifat yang tidak searah. 
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -1,308 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,201, sehingga hipotesis H0 
ditolak. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adapun nilai negatif t tabel menunjukkan 
bahwa kedua variabel memiliki sifat yang tidak searah. 
 
  
4. Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 
adalah sebesar -0,562 lebih kecil dari nilai t-tabel. 2,201, sehingga hipotesis H0 
diterima. Artinya variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan. Adapun tanda minus menunjukkan hubungan yang 
tidak searah kedua variabel. 
c. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 
Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien 
determinasi untuk tiga variabel bebas ditentukan dengan R square, adapun hasil 
koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 
Tabel 4.10 Hasil perhitungan koefisien determinasi 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 .804a .646 .549 2.06139 2.091 
2 .910a .829 .760 .44211 2.490 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, tahun 2018 
Dari tabel hasil regresi pada model 1 di atas pengaruh variabel tingkat 
upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan pengangguran di 
kota Makassar diperoleh nilai R2 sebesar 0,646. Hal ini berarti variasi dari 
variabel tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan 
pengangguran di kota Makassar adalah sebesar 64,6 persen. Adapun sisanya 
variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 35,4 persen. 
Dari tabel hasil regresi pada model 2 menunjukkan pengaruh variabel 
tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kemiskinan 
melalui pengangguran di kota Makassar diperoleh nilai R2 sebesar 0,829. Hal ini 
  
berarti variasi dari variabel tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap peningkatan kemiskinan melalui pengangguran di kota Makassar sebesar 
82,9 persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 
17,1 persen. 
3. Analisis Jalur (Path Analysis) 
Analisis jalur adalah suatu tehnik pengembangan dari regresi linear 
berganda, dengan menggunakan tehnik hubungan sebab-akibat untuk 
menganalisis pengaruh variabel bebas dalam suatu model terhadap variabel 
terikatnya. Dengan analisis ini dapat juga dilihat pengaruh langsung dan tidak 
langsung dalam suatu model regresi yang dianalisis. 
Berdasarkan model analisis regresi maka diperoleh hubungan antara setiap 
variabel. Adapun pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai koefisien dan 
tingkat signifikansi masing-masing pada tabel 4.11 dibawah. Pada analisis path 
dapat di bedakan pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsug dari variabel 
independen ke variabel independennya. Jalur langsung merupakan pengaruh 
langsung dari suatu variabel bebas ke variabel terikat, sedangkan jalur tidak 
langsung merupakan pengaruh yang melalui suatu variabel antara atau variabel 
intervening. 
Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat upah, inflasi, dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. 
Tingkat upah, inflasi dan alokasi pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, 
sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh langsung.  
  
Tabel 4.11 Tabel pengaruh tingkat upah, inflasi, dan pertumbuhan     













X1 → Y1 
-4,658 0,001* - -4,658 
X2 → Y1 
-0,191 0,309* - -0,191 
X3 → Y1 -1,002 0,112* - -1,002 
X1 → Y2 -1,695 0,001* 0,167 -1,528 
X2 → Y2 -0,058 0,180* 0,006 -0,052 
X3 → Y2 -0,183 0,220* 0,036 -0,147 
Y1 → Y2 -0.036 0,586* - -0.036 
Ket.: * adalah data signifikan (0,05) 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, tahun 2018 
Berdasarkan model struktural di atas dapat ditulis kembali manjadi 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Persamaan 1 : Y1 =    +   X1 +   X2 +   X3+ e1 
   Y1 =    +   LnX1 +   X2 +   X3+ e1 
    Y1 =  55,057 – 4,658 X1 – 0.191 X2 – 1,002 X3 + e1 
Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 
berikut: 
1) Nilai koefesien  0 sebesar 55,057. Jika variabel tingkat upah (X1), inflasi 
(X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3), status tidak mengalami perubahan 
atau konstan, maka kemungkinan akan terjadi peningkatan pengangguran 
(Y1) sebesar 55,057. 
2) Nilai koefisien  1 sebesar –4,658, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan pengangguran sebesar 1 persen maka akan menurunkan 
  
tingkat upah sebesar -4,658 dengan asumsi bahwa variabel inflasi (X2), 
dan pertumbuhan ekonomi (X3) di anggap konstan. 
3) Nilai koefisien  2 sebesar –0.191, hal ini menunjukka bahwa jika terjadi 
peningkatan pengangguran sebesar 1 persen maka akan menurunkan 
tingkat inflasi sebesar 0,191, dengan asumsi bahwa variabel tingkat upah 
(X1), dan pertumbuhan ekonomi (X3) di anggap konstan. 
4) Nilai koefisien  3 sebesar –1,002,  hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan peningkatan pengangguran sebesar 1 persen maka akan 
menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,002 dengan asumsi bahwa 
variabel tingkat upah (X1) dan i nflasi (X2) di anggap konstan. 
Persamaan 2  Y2 =    +   LnX1 +   X2 +   X3 +   Y1 + e2 
  Y2 =    +   LnX1 +   X2 +   X3+   Y1 + e2 
  Y2= 19,611 – 1,695 X1 – 0,058 X2 – 0,183 X3 – 0,036 Y1 + e2 
Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 
berikut: 
1) Nilai koefesien  0 sebesar 19,611. jika variabel tingkat upah (X1), inflasi 
(X2), pertumbuhan ekonomi (X3), dan pengangguran (Y1) status tidak 
mengalami perubahan atau konstan, maka kemungkinan akan terjadi 
peningkatan kemiskinan (Y2) sebesar 19,611. 
2) Nilai koefisien  1 sebesar –1,695, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat 
upah sebesar 1,695 dengan asumsi bahwa variabel inflasi (X2), 
pertumbuhan ekonomi (X3), dan pengangguran (Y1) di anggap konstan. 
  
3) Nilai koefisien  2 sebesar –0,058, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat 
inflasi sebesar 0,058 dengan asumsi bahwa variabel tingkat upah (X1), 
pertumbuhan ekonomi (X3), dan pengangguran (Y1) di anggap konstan. 
4) Nilai koefisien  3 sebesar –0,183,  hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,183 dengan asumsi bahwa variabel 
tingkat upah (X1), inflasi (X2), dan pengangguran (Y1) di anggap konstan 
5) Nilai koefisien  4 sebesar –0,036,  hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat 
pengangguran  sebesar 0,036 dengan asumsi bahwa variabel tingkat upah 
(X1), inflasi (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) di anggap konstan 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Variabel tingkat upah terhadap pengangguran. 
Pada dasarnya, besarnya tingkat upah akan menentukan keinginan 
masyarakat untuk bekerja pada suatu perusahaan. Ketika upah yang di tawarkan 
oleh perusahaan besar tentunya akan menarik jumlah msayarakat untuk bekerja 
sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ricardo hal semacam ini disebut 
upah alami yaitu uapah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan 
penawaran tenaga kerja di pasar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh variabel tingkat upah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan 
peningkatan pengangguran Ke kota Makassar. Sebagaimana penelitian yang 
  
dilakukan oleh Syahrina dan Abdul Wahab (2015) bahwa tingkat upah 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. Dalam 
penelitiannya menunjukkan bahwa apabila tingkat upah mengalami penurunan 
maka akan meningkatkan tingkat pengangguran 
Tingkat upah bukanlah satu-satunya faktor paling berpengaruh 
peningkatan pengangguran di kota Makassar misalnya jumlah lapangan kerja yang 
tesedia merupakan salah satu variabel yang yang menentukan tingkat 
pengangguran namun tidak diperhitungkan pada penilitian ini. Selain itu, 
kecenderungan masyarakat untuk bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan 
namun tidak terserap di bidangnya juga berdampak pada tingginya angka 
pengangguran  
2. Variabel  inflasi terhadap pengangguran. 
Pada dasarnya inflasi memiliki dampak dua sisi pada perekonomian, dalam 
jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian, namun 
dalam jangka panjang justru memberikan dampak buruk. Jika kenaikan harga 
menyebabkan harga domestik itu naik, maka masyarakat cenderung membeli 
barang-barang impor yang relatif lebih murah. Hal ini tentunya menyebabkan 
berbagai pabrik, perusahaan, maupun wiraswata lokal yang akan bangkrut. Dalam 
hal ini, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, inflasi pada 
akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Sebaliknya, jika harga 
mengalami deflasi maka penyerapan tenaga kerja akan menurunkan angka 
pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori philip yang menyatakan bahwa, 
hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran adalah berbanding 
negatif. 
  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. variabel ini menunjukkan 
tidak searah dengan variabel dependennya yakni ketika inflasi mengalami 
peningkatan maka variabel pengangguran mengalami penurunan karena tingkat 
inflasi yang terjadi di kota makassar masih kategori inlasi ringan yakni tingkat 
inflasi rata-rata dibawah 10 persen. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Ni Ketut Eni Endrayani dkk (2016) yang menunjukan bahwa 
inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Perbedaan penelitian ini 
diakibatkan berbedanya lokasi yang dilakukan masing-masing peneliti sehingga 
hasil yang diperoleh pun berbeda.  
3. Variabel pertumbuhan ekonomi tehadap pengangguran. 
Pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan untuk menyatakan 
perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan 
perubahan fundamental ekonomi jangka panjang. Karena pertumbuhan ekonomi 
bersifat agregat, tentunya variabel ini sebagai tolak ukur peningkatan kapasitas 
output terhadap produksi barang dan jasa secara fisik bagi suatu negara atau 
wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya output yang di hasilkan sebagai 
akibat dari nilai yang di hasilkan masyarakat yang bekerja. Sehingga, 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang timbal 
balik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel perumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. 
Artinya  ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat 
pengangguran di Kota Makassar. . Hal ini berbeda dengan penelitian yang 
  
dilakukakan oleh Mein Kolibu dkk  (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Akan tetapi, hasil yang 
diperoleh dalam penelitian sesuai dengan dijelaskan dalam konsep hukum Okun 
yang mempelajari hubungan pengangguran terhadap GDP (Gross Domestic 
Product) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berkolerasi negatif 
dengan pertumbuhan GDP rill atau pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi menunjukkan banyaknya masyarakat yang bekerja pada 
berbagai sektor pada suatu wilayah. Sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang 
rendah merupakan sebab dari kurangnya masyarakat yang bekerja karena output 
yang dihasilkan kurang. 
4. Hubungan tingkat upah terhadap kemiskinan. 
Dalam dunia usaha, secara sederhana pengupahan diartikan sebagai bentuk 
konpensasi atas kontribusi yang dilakukan pekerja atau buruh kepada suatu 
perusahaan. Besarnya upah tentunya sangat berdampak terhadap keinginan 
masyarakat untuk bekerja pada suatu sektor atau suatu perusahaan. Jika 
diperhatikan, realitas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk bekerja 
lebih mengarah kepada kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi 
masyarakat. Hal lebih realistis jika di sesuaikan dengan konteks kelebihan 
penawaran tenaga kerja pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia. 
Besarnya tingkat upah tentunya berpengaruh terhadap tingkat 
kesejahteraan pekerja dengan keluarganya. Ini berarti pemenuhan kebutuhan 
pekerja dan keluarganya ditentukan oleh besar kecilnya upah yang diterima. Dari 
segi perusahaan, upah dilihat sebagai biaya yang harus dikeluarkan sehingga 
perusahaan sangat berhati-hati dalam meningkatkan besarnya upah kepada pekerja 
  
meskipun proses pengupahan telah di atur undang-undang. Ha ini menunjukkan 
bahwa tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena variabel ini 
menyangkut kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel tingkat upah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. artinya tingkat 
upah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan kemiskinan Ke 
kota Makassar. Ini dikarenakan bahwa tingkat upah bukanlah satu-satunya faktor 
paling berpengaruh peningkatan kemiskinan di Kota Makassar. 
5. Hubungan inflasi terhadap kemiskinan. 
Tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah merupakan indikator 
kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya sedangkan  inflasi yang tinggi 
akan memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini tentunya menjadi hubungan 
yang saling memengaruhi. Jika inflasi ringan tentunya berpengaruh positif 
terhadap perekonomian. Misalnya masyarakat akan cenderung untuk bekerja, 
menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang tinggi 
(hiperinflasi) akan menciptakan kemiskinan karena masyarakat tidak mampu lagi 
memnuhi kebutuhan hidupnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, variabel inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika terjadi  inflasi 
maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena tingkat inflasi 
di Kota Makassar tergolong inflasi ringan yang berpengaruh positif terhadap 
perekonomian sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hasil penelitian ini berbeda  
hasil penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Mein Kolibu dkk  (2017) yang 
menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 
  
kemiskinan. 
6. Variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. 
Pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi secara 
agregat yang menambah lapangan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi 
tingkat kemiskinan. Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
merupakan syarat keharusan (necessary ciondition) bagi pengurangan 
kemiskinan.adapun syarat kecukupan (sufflied condition) artinya, pertumbuhan 
tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan 
penduduk miskin (growth with equity). 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. 
Artinya, pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan di suatu 
negara atau wilayah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami 
penurunan maka tingkat kemiskinan akan meningkat. 
Hasil penelitian yang dilakukan, variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika 
terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi tingkat 
kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sukirno 
sebagaimana penjelasan sebelumnya.  
7. Variabel pengangguran dan Kemiskinan 
Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi 
mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian 
pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara 
  
dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak 
merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. 
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, 
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang 
memahami kemiskinan ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang 
lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan sebagainya 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel pengangguran 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika 
terjadi peningkatan pengangguran maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. 
Hal ini tentunya sangat berbeda dengan teori-teori ekonomi yang harusnya tingkat 
pengangguran dan kemiskinan  berpengaruh positif dan searah. Namun penelitian 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yarlina (2012) dalam penelitiannya 
menunjukkan secara empiris bahwa tingkat pengangguran berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya pula, menjelaskan bahwa 










Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
4. Pengaruh tingkat upah  terhadap pengangguran  
Variabel tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran dan nilai kedua variabel mempunyai hubungan yang tidak 
searah.  
5. Pengaruh tingkat inflasi terhadap Pengangguran 
Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran dan variabel ini menunjukkan tidak searah dengan variabel 
dependennya.. 
6. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pengangguran  
Variabel perumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat pengangguran dan variabel ini mempunyai hubungan 
yang tidak searah.  
7. Pengaruh tingkat upah  terhadap kemiskinan  
Variabel tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan dan  tingkat upah mempunyai hubungan yang tidak searah 
dengan peningkatan kemiskinan Ke kota Makassar.  
8. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kemiskinan 
Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
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kemiskinan dan variabel ini memiliki sifat yang tidak searah.  
9. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan  
Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan dan variabel memiliki sifat yang searah. 
Artinya ketika kemiskinan mengalami kenaikan maka akan menurunkan 
tingkat pertumbuhan demikian pula sebaliknya. 
10. Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan 
Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan dan  menunjukkan hubungan yang tidak searah kedua variabel.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 
diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan fokus pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah 
mengedepankan program terpadu secara serius dan berkelanjutan. Karena 
dimensi kemiskinan memiliki cakupan luas dan bersifat multi-dimensi. 
Beberapa variabel dalam penelitian ini hanya bagian kecil dari faktor 
penyebab dari kemiskinan. 
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
yang telah penulis lakukan dengan melihat faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi kemiskinan. Karena dalam penelitian ini, peneliti sadar 
bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambah maupun diperbaiki 
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/METHOD=ENTER X1 X2 X3 
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
Regression 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
15 
Missing Value Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with 







/STATISTICS COEFF OUTS R 











Processor Time 00:00:04,01 
Elapsed Time 00:00:06,22 
Memory Required 1980 bytes 
Additional Memory Required 
















a. Dependent Variable: Pengangguran 







Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .804a .646 .549 2.06139 2.091 
 
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Upah 
b. Dependent Variable: Pengangguran 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 85.276 3 28.425 6.689 .008b 
Residual 46.743 11 4.249 
  
Total 132.019 14 
   
 
a. Dependent Variable: Pengangguran 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 55.057 10.777 
 
5.109 .000 
Tingkat Upah -4.658 1.058 -.888 -4.401 .001 
Inflasi -.191 .179 -.213 -1.067 .309 












Tingkat Upah .790 1.266 
Inflasi .806 1.240 
Pertumbuhan Ekonomi .844 1.185 
 





Condition Index Variance Proportions 
(Constant) Tingkat Upah Inflasi 
1 
1 3.803 1.000 .00 .00 .01 
2 .183 4.562 .00 .00 .74 
3 .012 17.481 .00 .17 .00 
4 .002 48.209 1.00 .83 .25 
 
Collinearity Diagnosticsa 














Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 9.6257 17.7799 12.9367 2.46803 15 
Residual -3.82659 3.00226 .00000 1.82723 15 
Std. Predicted Value -1.342 1.962 .000 1.000 15 
Std. Residual -1.856 1.456 .000 .886 15 
 
















/METHOD=ENTER X1 X2 X3 Y1 
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
Regression 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
15 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
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Cases Used Statistics are based on cases with no 




/STATISTICS COEFF OUTS R 










Processor Time 00:00:01,80 
Elapsed Time 00:00:02,94 
Memory Required 2308 bytes 
Additional Memory Required 

















a. Dependent Variable: Kemiskinan 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .910a .829 .760 .44211 2.490 
 
a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Upah 
b. Dependent Variable: Kemiskinan 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 9.464 4 2.366 12.104 .001b 
Residual 1.955 10 .195 
  
Total 11.418 14 
   
 
a. Dependent Variable: Kemiskinan 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 19.611 4.245 
 
4.620 .001 
Tingkat Upah -1.695 .377 -1.099 -4.493 .001 
Inflasi -.058 .040 -.220 -1.440 .180 
Pertumbuhan Ekonomi -.183 .140 -.210 -1.308 .220 






Model Collinearity Statistics 
  
1 
(Constant) Tolerance VIF 
Tingkat Upah .286 3.496 
Inflasi .731 1.369 
Pertumbuhan Ekonomi .664 1.507 
Pengangguran .354 2.824 
 
a. Dependent Variable: Kemiskinan 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) Tingkat Upah Inflasi 
1 
1 4.755 1.000 .00 .00 .01 
2 .186 5.058 .00 .00 .69 
3 .047 10.019 .00 .01 .02 
4 .012 20.059 .00 .05 .01 











Model Dimension Variance Proportions 
Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran 
1 
1 .00 .00 
2 .00 .00 
3 .01 .28 
4 .48 .02 
5 .51 .70 
 




Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.2395 7.0084 5.4693 .82219 15 
Residual -.44684 .89970 .00000 .37365 15 
Std. Predicted Value -1.496 1.872 .000 1.000 15 
Std. Residual -1.011 2.035 .000 .845 15 
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